
BUPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR II TAHUN 2OT8

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SENTRA PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 10 Tatrun 2OL6 tentang Pembenttrkan
dan Susunan Perangfuat Daerah Kabupaten Musi
Rawas, perlu menetapkan Perahrran Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sentra pembibitan

dan Pengembangan Peternakan pada Dinas Pertanian
dan Peternalran Katnrpaten Musi Rawas;

b. bahwa Pembentukan Unit pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, telatr sesuai
dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 061/ 3Og I lYll 1201-7 Perihal Rekomendasi
Pembenhrkan Unit Pelaskana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimahsud dalam huruf a dan hurrf b, perlu
menetapkan Peraturan Brrpati tentang Pembentukon
Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan
Pengembangan Peternakan pada Dinas Fertanian dan
Peternakan Ikbupaten Musi Rawas.

Mengingat : l. undang-undang Nomor 28 Tahun 19s9 tentang
Pembenttrkan Daeratr Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l82ll;



2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun L992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3a781;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tatrun 2OOO tentang

Perlindungan Varietas Tanaman (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 241, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aoa3);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Rrsat dan

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tatrun 2006 tentang Sistem

PenSrluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanart

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a660l;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tatrun 2OO9 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan Latran Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 84, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015h

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O1O tentang

Hortilnrltura (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLO Nomor 132, Tambatran l"embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5170);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL2

Nomor 227, Tambatran kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);
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10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 131,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a33);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9al;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambatran kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Perahrran Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telah diubah dengan Perahrran

Pemerintah Nomor 4O Tatrun 2O1O tentang Perubahan

Atas Perattrran Pemerintatr Nomor 16 Tahun L994

tentang Jabatan Ftrngsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang

Perbenihan Tanaman (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perasgkat Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia

Tatrun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a51);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43lPermenta,n/

OT.OIO/8 l20t6 tentang Pedoman Nomenklatur T\rgas

dan F\rngsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan

Pertanian Daerah Frovinsi dan lkbupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tatrun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 1O);

19. Perahrran Bupati Nomor 69 Tahun 2OL6 tentang

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Dinas Petanian

dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 69).

MEMI.'TUSI(AN:

MeNCTAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS SENTRA PEMBIBITAN DAN

PENGEMBANGAN PETERNAKAN PADA DINAS

PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI

RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah l(abupaten adatah Pemerintatr Kabupaten Musi Rawas.
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5.

3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan

Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertaniart

Kabupaten Musi Rawas.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian

Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris Dinas adalatr Sekretaris Dinas Pertanian

Kabupaten Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat

Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan

Rawas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT

adalah Kepala UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan

(SP3) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usatra UPT Sentra Pembibitan dan

Pengembangan Peternakan (SP3) pada Dinas Pertanian dan

Peternakan f(abupaten Musi Rawas.

1O. Kelompok Jabatan F\rngsional adalatr Kelompok Jabatan F\rngsiond

dilinglmngan UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan

(SPg) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

11. Eselon adalah tingkatan iabatan stmktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sentra Pembibitan dan

Pengembangan Peternakan (SP3) pada Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Musi Rawas;

l2l UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (SP3)

merupakan UPT Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (SP3)

men'rpakan unsur pelaksana sebagran kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Usaha Pembibitan Ternak

pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

5

Kabupaten Musi

dan Peternakan

dan Peternakart

dan Peternakan

UPT adalah Unit

I(abupaten Musi
7.



(2't LJPT sebagaimana dimaksud patda ayat (1I dipirnpin oleh K;epla

UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan

Petrlrnal<an (SP3) t€rdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala UPt
(3) Strrkttrr Organisasi UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan

Peternakan (SP3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perattrran

Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (SP3)

mempurtyai tugas rlrerryetengarakarr sebagian kegta;tafl teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang usaha

pembibitan ternah yang berlnralitas untuk memenuhi kebuhrhan

masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPT Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan (SP3)

menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan program dan evaluasi keda UPT;

b. Pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan peternakan;

c. Penyediaan bibit ternak unggul dan pengelolaan lahan h[iauan

untuk makanan ternak;

d. Pengujian teknologi baru di bidang peternakan;

e. Penggoordinasian dengan instansi terkait dengan tugasnya;
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f. Penatausahaan adminiskas UPT; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

tugas :

a. melaksanakan urus€rn ketatausahaan dan administrasi kepegawaian

UPT;

b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan

keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran,

pertanggungiawaban keuangan, administrasi penerimaan dan

pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta

administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor,

pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata

ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan

lainnya yang dipandang perlu;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang

langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai

dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas UPf sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kelompok Jabatan F'ungsional dipimpin oleh seorzrng tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.
(a) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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BAB VII

TATA KER-IA

Pasal 8

Dalam melaksanakan hrgasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta

kelompok tenaga fungsiond wqiib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepda Subbagian serta kelompok tenaga fungsional

wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan

bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan hrgas bawatrannya dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perahrrart

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1O

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-pehrnjuk dan bertanggungiawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berjenjang.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Penrndang-Undangan.

(2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan

Strukhrral Eselon IV.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usatra merupakan Jabatan Pengawas setingkat

Eselon IV.b.

BAB IX

KEf,ENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibenhrk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang

baru.

8



I,AMPIRAN PERATURAN BUPATT MUSI RAWAS
NOMOR : [\ TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UMT PEI,AKSANA

TEKMS PEMBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN I(ABUPATEN MUSI
RA\IIAS

STRUKTUR ORGAi'IISASI
UNIT PEI.,AKSANA TEKNIS PEMBIBITAI.I DAN PENGEMBANGAN

PETERNAKAN PADA DINAS PERTANI.AN DAN PETERNAKAN
KABI.'PATEN MUSI RAWAS

KEPALA UPT

SUBBAG
TATA USAHA

JABATA}.I
FI.JNGSIONAL



BAB X
KETEI\TTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Nomor 22 Tahum= 2OO8 tentang Pembenhrkan Unit Pelaksanaan Teknis

pada Dinas Peternakan dan Perikanan Ifubupaten Musi Rawas (Berita

Daeralr Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OOB Nomor 221, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggat dfumdangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

I(abupaten Musi Rawas.

GUNAtrIAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal rO Jqruan' 2OlQ

DAERAH
MUSI RAWAS,

t

H. ISBANDI

BERITA ,TEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI8 NOMOR ..!I.....

KAB

a
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